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RINGEKASAN

Kemajuan teknologi di bidang perhubungan memungkin-
kan terjadinya kecelakaan akan semakin besar. Apabila di
kota-kota besar yang tingkat kepadatan lalu lintasnya Jauh
lebih tinggi, Jjika dibandingkan dengan tingkat kepadatan
di kota-kota kecil ataupun di desa.

Manifestasi dari suatu pemikiran sosial ke arah
perwujudan pemberian jaminan perlindungan untuk masyara-
kat, maka diciptakanlah suatu cara pemberian Jjaminan
sosial oleh pemerintah bagl segolongan masyarakat yang
memang wajar mendapatkannya, yaitu para korban kecelakaan
lalu lintas Jalan yang pada dasarnya merupakan langkah
permulaan menuju pada suatu program “Jaminan sosial”
(social security) yang meluas dan merata ke seluruh pelo-
sok tanah air.

Selanjutnya lembaga jaminan sosial yang dipercayakan
untuk pelaksanaan dan pengelolaan dana pertanggungan wajib
kecelakaan dan dana kecelakaan lalu lintas Jjalan adalah
P.T. Jasa Raharja (Persero) yang selanjutnya disebut
sebagal penanggung.

Pasal 14 P.P No. 18 Tahun 1965 menyatakan bahwa
penanggung berhak menuntut pembayaran kepada pihak ketiga
vang menyebabkan penanggung menderita kerugian, dengan
syarat penanggung telah membayar semua santunan yang
berhak diterima korban.

Berdasarkan atas uraian tersebut maka permasalahan-
nya adalah sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan subro-
gasi yang dilakukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan
Jember, dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam hal

xi1l
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terjadi subrogasi. Tujuan penulisan dalam skripsi ini
adalah untuk mengetahui dan membahas mengenail hal-hal yang
telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan. Metode penu-
lisan dilakukan melalui pendekatan masalah secara yuridis
normatif yaitu mengacu pada landasan teori dalam per-
undang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas. Disamping itu juga digunakan pendekatan masalah
secara yuridis sosiologis yaitu mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan vyang
ada dalam masyarakat . Berdasarkan kedua pendekatan masa-
1ah tersebut diperlukan suatu analisis data yang bersifat
deskriptif kualitatif dan untuk menghasilkan suatu bentuk
kesimpulan diperlukan metode deduktif artinya kesimpulan
yvang didasarkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang
khusus.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori Jjuga
telah dituangkan 'dalam penulisan ini sebagai bahan untuk
membahas permasalahan, sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dapat
melakukan subrogasi terhadap kecelakaan, apabila pengemudi
atau pengendaranya tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi
vang sah. Mengenal besarnya santunan yang wajib dibayar
kembali oleh pihak yang bersalah adalah sama dengan besar-
nya santunan yang telah diterimakan kepada korban. Selan-
jutnya hubungan hukum dalam hal terjadinya subrogasi ini
akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, vyaitu
penanggung berkewajiban membayar penuh santunan dana
kepada korban atau ahli warisnya dan berhak menuntut
kembali sejumlah dana yang telah dibayarkannya itu kepada
pihak yang bersalah. Pihak yang bersalah berkewajiban
mengganti kembali santunan dana tersebut kepada penang-
gung. Tertanggung berkewajiban membayar sumbangan waJib

(premi) dan berhak menerima santunan dana kecelakaan.
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Penulis menyadari bahwa masalah pelaksanaan subrogasi
tidak selalu berjalan mulus sesual dengan vang diharap-
kan. Sangatlah wajar bila penulis memberikan saran bahwa
hendaknya P.T. Jasa Raharja (Persero) selalu memberikan
penerangan kepada masyarakat tentang prosedur untuk menda-
patkan santunsn. Dalam hal terjadinyan subrogasl segera
mencari informasi tentang pemilik kendaraan yang sebenar-

nya agar pelaksanasan subrogasi dapat diselesaikan dengan
baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia di dalam usahanya mewujudkan
kesejahteraan rakyat agar makin adil dan merata terue
ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi sebagail hasil pem-—
bangunan dan pemberian pelayanan sosial harus dapat dlira-
sakan oleh masyvarakat, sebagal tanggund jawab negara dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan soslal.

Sepanjang perJjalanan hidupnya, manusia senantlasa
dihgdapkan pada tantangan serta permasalahan ekonomi dan
goslal. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah
diperduangkan dengan menciptakan berbagal bentuk peraturan
dan tindakan. Salah satu diantaranya telah diselenggara—
kan suatu program Jjaminan asuransi sosial, sebagal prasa-
rana dan sarana dalam rangka pemberian suatu bantuan
gosial bagi masyarakat banyak. Pemberian bantuan tersebut
ditujukan terhadap kerugian-kerugian jiwa karena musibah
dan malapetaka vang tiada terbilang Jumlahnya yang térjadi
akibat kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahan penggunaan
alat-alat teknologi modern.

Akibat terjadinya suatu kecelakaan, dapat menlimbul-
kan kerugian pada dirl manusia, baik kehilangan pendapatan
karena ketidakmampuan untuk bekerda, untuk blava pengo-
batan maupun blayva perawatan. Kemungkinan kerugian bagl
geseorang akan senantlasa berjalan seiring dengan makin
banyaknya harta kekayaan vang dimiliki, berarti esemakln
banyak pula risiko yang akan terjadl. Apalagl dengan
tingkat kemaJjuan teknologl yang semakin berkembang, Vang
jelas akan membawa pengaruh pada bidang lain.
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Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, orang menga-—
tasi risiko dapat menempuh beberapa cara, seperti

“1. Menghindari Risiko (Risk Avoidance)
Berarti, menjauhi suatu usaha atau pekerjaan vang
penuh risiko.

2. Mencegah Risiko (Risk Prevention)

Cara 1ini mungkin dapat dipakal wuntuk mengatasi
agar akibat-akibat yang Jjelek yang tidak dikehen-
daki akan dapat dihindari. Tetapl cara " Preven-
tion " ini juga tidak bisa menjamin bahwa risiko
itu pasti tidak timbul.

3. Menerima Risiko (Risk Assumption or Retention)
Bilamana risiko dalam usaha seseorang diperkira-
kan tidak begitu besar, dan cara menghindari
serta mencegah diperhitungkan lebih besar daripa-
da keuntungan yang diperoleh, maka orang 1itu
mungkin akan bersikap Jauh-jauh sebelumnya pasrah
menerima risiko bilamana sungguh-sungguh menjadi
kenyataan.

4. Memperalihkan Risiko (Transfer of Risk)

Cara inilah yang menjadi inti tujuan di dalam
pertanggungan. Dengan cara memperalihkan risiko
pada orang lain, yang tentunya menyetujuli meneri-
ma peralihan risiko itu berarti bahwa orang yang
menerima risiko itu akan mengganti kerugian
apabila risiko itu pada suatu saat sungguh-
sungguh terjadi" (1979:9).

Mengingat sifat dari perjanjian pertanggungan seba-
gal suatu perjanjian penggantian kerugian yang berdasarkan
asas indemniteit, maka pembentuk undang-undang mencegah
adanya penyelewengan dan menentukan di dalam pasal 284
KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar ganti kerugian
dari suatu benda yang dipertanggungkan, mendapat semua
hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga
mengenai kerugian itu. Materi dari pasal 284 KUHD inilah
vang disebut "Subrogasi”.

Kalau tertanggung sudah menerima ganti kerugian dari
asurador, maka sebetulnya ia tidak dapat menuntut ganti
kerugian lagil dari pihak ketiga, tetapi kalau demikian
halnya, pihak ketiga itu akan luput dari pertanggungan
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Jawabnya. Ini bertentangan dengan rasa keadilan. Masalah
yang timbul dalam hal ini bagaimana mengatasi ketidak-
adilan tersebut.

Oleh karena itu, pasal 284 KUHD berusaha menghilang-
kan ketidakadilan 1ini, dengan memberikan keleluasaan
kepada asurador untuk menggantikan a1l tertanggung dalam
haknya menuntub gantl kerugian dari pihak ketiga 16w
Keleluasaan asurador ini masih diperkuat lagi oleh kalimat
penghabisan dari pasal 284 KUHD tadi, vang menentukan
bahwa si tertanggung bertanggung Jjawab atas perbuatannya
vang merugikan asurador dalam hal subrogasi ini (Wirjono
Prodjodikoro, 1981:104).

Ketentuan mengenail subrogasi ini Juga diatur dalam
pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik
untuk mengetahuil lebih jauh tentang upava untuk mengatasi
ketidakadilan dalam pertanggungan melalui subrogasi dan
memilih P.T. Jasa Raharija (Persero) sebagal obyek peneli-

tdan.

1.2 Batasan Judul

Penjelasan Jjudul sangat penting untuk menghindari
adanya salah penafsiran maupun penafsiran ganda. Oleh
karena itu,diberlikan batasan-batasan pengertian dari Judul
gkripsi ini.

Judul skripsi ini adalah :
“PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL PADA P.T.
JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER", vang secara
terinci dapat dijelaskan sebagal berikut
a.PELAKSANAAN adalah proses,cara,perbuatan melaksanakan

suatu tugas atau suatu rencana (Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
1989:554).
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b.SUBROGAST adalah penyersnhan hak menuntut darl tertang-

gung kepada penanggung, manakala Jjumlah ganti kerugian

sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung (H.M.M Purwo-
sutjipto, 1986:93).

_ASURANST SO0SIAL adalah sustu asuransi yang terutama
dimaskeudkan sebagai bantuan sosial untuk kepentingan

masyarakat (Anonim, 1984:15).

A.P.T. JASA RAHARJA (PERSERQ) adalsh suatu lembags perasu-
ranelian vang dipercayaksn Pemerintah sebagai penguasa

(]

dana atauw dapat disebut dengan penanggung {asurador),
yang distur dalam Undang-Undang NMomor 34 Tahun 1964.
Berdasarken pengertian kata-kata diantas, maka maksud
keeseluruhan dari judul skripsi ini adalah proses penyerah-
an hak menuntut ganti kerugian dari tertanggung kepada
penanggung dalam suatu hubungan hukum, pada asuransi yang
bergifat membantu kepentingan masyarakat Yyang dilakukan
oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarksn uralan tersebut diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 .bagaimana pelaksanaaﬁ subrogasi 41 P.T. Jasa Raharia
(Persero) Perwakilan Jember 7
2 .bagaimana hubungan hukum para pihak dalam hal subrogasi?

1.4 Tujuan Penulican

Tujuan vang hendak dicapai dalam penulisan skripsi
ini adalah
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan uvmum yang hendak dicapal dalam penulisan
skripsei ini adalah

1.memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Jember;
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2 .merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diper-
oleh dalam perkuliahan yang bersifat akademis teoritis
dengan kenyatasn yvang ada di masyarskat.

1.4.2 Tujuan Ehusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah

1.ingin mengetsahui proses pelaksanaan subrogasi, khusuenya
subrogasi yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerin-
tah Nomor 18 Tahun 19865;

2.ingin mengetahui hubungan hukum para pihak dalam hal

terjsdinys subrogasi.

1.5 Metodologi

Metode merupakan sustu cara menemukan atau memper-—
oleh sesuatu untuk mendapatkan data yang konkrit, kemudian
menganalisanya untuk memecahkan permasalshan yang ada.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini
adalah

a. pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitlan hukum
dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada di la-
pangan, kemudian dikaji dan ditelash berdasarkan per-
aturan perundang-undangan yang berkaltan, sebagai acuan
untuk memecsahkan masalah;

b. pendekatan yuridis sosioclogis, yaitu esuatu pendekatan
berdagarkan peratursn perundang-undsngan yang dikaitkan
dengen kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi inl dapat di-
klasifikaeikan menjadi dua sumber, yaitu

a.Sumber Data Primer, yaitu sumber data untuk memperoleh

data secars langsung melalui studi lapangan dan wawan-

cara langesung dengan pihak yang berwenang dan menguasal
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mengenai masalah subrogasi, dalam hal ini adalah pihak
P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
b.Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data untuk memperoleh
data melalui literatur, peraturan perundang-undangan
vang berkaltan dengan permagalahan yang akan dibahas.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data vang digunakan dalam penu-—
lisan skripsi ini, adalah

a. Studi Literatur

Studi 1literatur atau penelitian kepustakaan adalah
rengumpulan data vang berhubungan dengan pokok masalah
dengan cara menelusuri atau menelaah buku-buku 1literatur,

peraturan perundang-undangan, vang dapat digunakan untuk
menjawab permasalahan vang ada.
b. Wawancara

Metode wawancara yvaltu suatu cara pengumpulan data
dengan jalan bertanya langsung kepada informan yang telah
ditetapkan dalam penelitian ini vaitu Bapak Gatot Nursalim
selaku Kepala Bagian Klaim P.T. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember.

Jadi data-data yang telah dikumpulkan dari hasil
studi literatur maupun wawancara tersebut diolah dan
disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis.

1.5.4 Analisis Data

ntuk menganalisis data-data yang telah diperoleh,
renulis menggunakan metode analisa yang bersifat deskrip-
tif kualitatif, vaitu cara memperoleh gambaran singkat
suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka
bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan
dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara
mengambil kesimpulan vyang dimulai dari pembahasan vang
bersifat umum menuju kesimpulan vang bersifat khusus

(Sutrisno Hadi, 1997:42)
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Fakta

P.T. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha
Milik Negara yvang bertugas memberikan kesejahteraan kepada
masyvarakat dalam bentuk dana santunan kecelakaan. Kecela-
kaan vyang merupakan bahava dalam kehidupan manusia dapat
mengakibatkan cacat tetap atau kematian. Pihak ketiga yang
menimbulkan kecelakaan itu dapat dituntut mengganti keru-
gian berdasarkan pasal 1365 K.U.H Perdata. Akan tetapi
tuntutan ini tidak dapat meliputi seluruh kerugian, sebab
tuntutan ini hanya diperkenankan terbatas pada keperluan
hidup vang penting saja.

Untuk menjelaskan dan memperkuat pengertian mengenai
subrogasi ini dapat diambil contoh kasus subrogasi yang

dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan
Jember, vaitu

Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 1994 pukul 20.30 di
Jalan antara Genteng~Rbgojampi—Srono telah terjadi kece-
lakaan antara : sepeda motor RC-100 milik Suyatun dengan
nomor polisi P.7760 ZK yang dikendaral oleh Eko Suwandono
berumur 18 tahun menabrak seorang pejalan kaki bernama
Karaiman berumur 60 tahun (terjamin Undang-Undang Nomor 34
Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1965). Berdasarkan atas pemeriksaan polisi ternyata pe-
ngendara sepeda motor tersebut tidak mempunyai Surat Ijin
Mengemudi. Akibat perbuatan melanggar hukum pengendara
sepreda motor ini, Karsiman menderita luka-luka dan sempat
di rawat di RSUD Blambangan Banyuwangi selama tiga hari

terhitung mulai tanggal 18 Desember 1994 dan akhirnya

: ¥ e i ’\!"'
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meninggal dunia di rumah sakit tersebut pada tanggal 20
Desember 1994. Dalam hal inl yang berhak mendapat santunan
dari Jasa Raharja hanya pejalan kakli sala, karena pengen-
dara sepeda motor sebagal penyebab terjadinya kecelakaan
(pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965).

Atas peristiwa Kkecelakaan ini ahliwaris Karslman
mengajukan klaim ke P.T. Jasa Raharla (Persero) Perwakllan
Jember pada tanggal 7 Januari 1895 dan dalam pengajuan
klaim 1ini dikuasakan kepada istri korban yaitu Mariyatun
dengan dokumen yang harus dilengkapl pada saat penvelesal-
an klaim tersebut adalah :

1. Formulir Model K-1

2. Laporan Polisi tentang terjadinya peristiwa kecelakaan
lalu lintas

3. Kartu Tanda Penduduk

4. Kartu Keluarga

5. Surat Nikah

6. Kwitansl perawatan

Setelah dokumen-dokumen diterima maka pihak penang-
gung mengieil lembar Diepoeisi Pengawal dengan keterangan
sebagal berikut: !

- Nomor berkas klalm = 2.023:00.06.02.01-85

- Nama korban : Karsiman

- Tempat dan tanggal kecelakaan : Jl. Antara Genteng-
Rogojampli-Srono pada

tanggal 17 Desember 1994
Yang mengajukan/hubungan dengan kerabat : Mariyatun /

!

istrl korban
Tanggal penerimaan berkas : 7 Januari 1995

Setelah P.T. Jasa Raharja menerima dan memproses
berkas serta meneruskan kepada seksi penelitian maka
pengajuan klalm atas Karsgiman, maka ahlli warie EKkorban
mendapat ganti rugl sebesar Rp.2.000.000,- + Rp. 511.350,-
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jadi jumlah keselurvhan Rp. 2.511.350,.- (dua juta limara-
tus sebelas ribu tigaratus limapuluh rupiah).

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerin-
tah Nomor 18 Tahun 19685 wyaitu bahwa pemilik/pengusaha
kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada perusa-
haan Jumlah pembayaran dana yang telah dibsyarkan oleh
perusahasn  kepada korbans/shli waris, bila kecelakaan itu
disebabkan salah satunys karena kendarsannya dikemudikan
oleh orang vang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang
sah. Dengan demikian dalam kasus ini Jassa Rsharja memper-—
oleh hak subrogasl terhadap pihak ketiga yang bersalah
(wawancara dengan Bapak Gatot Murealim, bagian klaim, pada
tanggal B Desember 1997).

2.2 Dasar Hukum

Mengenai dasar hukum pelaksanaan subrogasi dalam hu-
bungannys dengan asuransi yang digunakan sebagail landasan
yuridis dalam penulisan skripei ini, adalah :
a. Pasal 284 K. U.H Dagang

"Seorang penanggung vang telah membayar kerugian
suatu barang vang dipertsnggungkan, menggantikan 1%
tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap
orang-orang ketigs berhubung dengan penerbitan kerugian
tersebut, dan =i tertanggung itu adalah bertanggung
jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugiksn hak
=1 penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

. Pasal 1365 K.U.H Perdats

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang wmembawa keru-
gian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karens

galahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut’.

se
s

Sesual dengan ketentuan Pasal 1365 K.U.H Perdata.
dapat dikatskan bahwa menjadi keharusan bsgi pembuat
kerugisan wuntuk membayar ganti rugi. Apabila pihak
ketiga vang bersalah tersebut tidak bisa memenuhi ganti
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rugi dari tuntutan tertanggung, maka penanggung tidak
bisa meminta kembali apa yvang telah ia bayarkan kepada
tertanggung. Dalam praktek tidak Jarang penanggung
gagal untuk mendapatkan haknva atas ganti rugi dari
pihak ketiga tersebut. Oleh karena 1itu, penanggung
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar pelaku
rerbuatan melanggar hukum dikenakan hukuman kurungan
apabila tidak bisa atau tidak mau membayar ganti keru-
gian.

Pagal 1400 K.U.H Perdata

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh
seorang pihak ketiga, vang membayar kepada si berpiu-
tang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi
undang-undang” .

. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965

"Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib menggan-

t1 kembali Ekepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana

vang telah dibayarkan oleh rerusahaan kepada

korban/ahli waris, bila kecelakaan disebabkan karena :

a. kendaraannya dikemudikan oleh orang vang tidak
mempunyai Surat Ijin Mengemudi vang sah;:

b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah,
meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat
bius ataupun oleh hal-hal lain;

c. lain-lain tindakan vang merupakan pelanggaran dengan
sengaja Peraturan Lalu-lintas Jalan;

d. tidak memenuhi kewaJjibannya menurut/berdasarkan
pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 3 Peraturan Peme-
rintah ini;
kecuali, Jlka pemilik/pengusaha kendaraan bermotor
vang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan

terjadi diluar tanggung Jjawab atau diluar kesalahan-
nya'.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

"Apuransi atau pertanggungan adalsh perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan vyang diharapkan, atau tanggung Jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita ter-
tanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak
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pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran vyang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang vang
dipertanggungkan’.

f. Pasal 1 butir (3) Undeng-Undang No. 2 Tahun 1992

"Program Asuransi Sosial adalah program asuransi vang
diselenggarskan secars wajib berdasarkan suatu undang-
undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan
dasar bagl kesejshterasan masyarakat'.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi (pertanggungan) dalam pasal 2486
K.U.H Dagang dirumusksn sebsgail berikut

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu peri-
katan, dengan mana secrang penanggung mengikatkan
diri kepada seorang tervtanggung dengan menerima
suatu premi untuk memberikan penggantisn kepadanya
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
vang diharapkan vang mungkin akan dideritanya karena
peristiwa yvang tidak tentu'.

Berdasarkan atas definisi tersebut , ada tiga unsur
dalam pengertian asuransi, yaitu
1. bahwa pilhak yvang satu (tertanggung) mengikatkan diri

untuk membayar premi atas persesualan kehendaknya
sendliri;

oo

bahwa pihak vang lain (penanggung) mengikatkan diri
untuk mengganti kerugisn kepada pihak vang lain atas
dasar persesualan kehendaknya sendiri;
3. bahwa penggantian kerugian dari penanggung digantungkan
kepada terjadinyva suatu peristiwa yvang tidak tertentu.
Mengingat adanya ungur peristiwa yvang tidak pasti,
sering kali pertanggungan dianggap sebagal perjanjian
untung-untungan, seperti yvang dirumuskan pada pasal 1774
K.U.H Perdata, vaitu

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu
perbuatan vyang hasilnya mengenai untung ruginya,
baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, ber-
gantung kepada suatu kejadian vyang belum tentu.
Demikian adalah persetujuan pertanggungan, bunga
cagak hidup, perjudian atau pertaruhan”.
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Menurut Emmy Pangaribusn Simanjuntak bahwa :

"Perjanjian pertanggungan adalah tidak tepat dima-
sukkan ke dalam Jjenis perjanjisn untung - untungan,
karena di dalam perjanjiian untung-untungan para
pihak eengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan
untung-untungan dimana prestasi secara timbal balik
tidak seimbang” (1980:7).

Selanjutnya pengertian asuransi menurut Undang-

Undang No.2 Tahun 1992 pasal 1 butir (1) menyebutkan
bahwna:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjianjian
antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
renanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi ssuransi, untuk memberikan
renggantian  kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan stau kehilangan keuntungan yang diharapkan
atau tanggung Jawab hukum kepada pihak ketigs vang
mungkin aksn diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti, stau untuk membe-
rikan suatu pembayaran ysng didasarkan atas mening-
gal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan® .

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, oleh karena
itu syarat-syarat untuk sahnya perisnjian berlaku terha-
dap pertanggungan. Adapun syarat-syarat untuk sahnys
rerjanjian menurut pasal 1320 K.U.H Perdata, adalah

sepakat mereks yang mengikatkan diri;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
suatu hal tertentu;

. suatu sebab yang halal.

LT

2.3.2 Pengertian Asuransi Sosial
Menurut pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 2 Tahun
1992 menentukan bahwa

"Program Asuransi Sosial adalah program asursansi
vang diselenggarakan secara wajib berdasarkan sustu
undang-undang, dengan tujusn untuk memberikan per-
lindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat®.

Di  dalam hubungan hukum pertanggungsn pada umumnysa
vneur persesuaian  hkehendak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 246 K.U.H Dagang itu adalah mutlak diberi oleh

pihak-pihak tanpa ada campur tasngan orang lain. Lain
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halnya pada hubungan hukum pertanggungan waldib, sebab
hubungan hukum antars pembayar premi dan pemerintah seba-
gai pensnggung adslah diciptaksn oleh undang-undang. Di
dalam hubungan hukum itu terdapat suatu unsur wajib yang
dibebankan kepads =alah satu pihak oleh pihak lain tanps
memperhatikan persesuaian  kehendaknya, dalam hal ini
adalsh Pemerintah. Pemerintah dalam mengambil tindakan
mewajibkan itu biasanya didasarkan atas rertimbangan
melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahays
vang menimpanya atau memberikan Jaminan sosial bagi masya-
rakatnyn.

Melihat wuraisn distas bahwa pertanggungan vang
diatur di dalam Undang-Undang NMomor 33 dan 34 Tahun 1984
dapat kita sebut pertanggungan sosial (Social Insurance).
Di =ebut sebagai social ineurance atau pertanggungan
gosial karena tujusn mewajibkan atau mengadakan pertang-
gungan itu adalah untuk memberikan jaminan sosial tertentu
bagi anggotsa masyarakat.

2.3.3 Pengertian Subrogasi

Pasal 284 FK.U.H Dagang mengatur mengenai masalah
subrogasi dengan ketentuan

“Bahwa seorang penanggung yang telsah membayar
kerugian sesuatu barang vsng telah dipertanggungkan,
menggantikan el tertanggung dalam segala hak vang
diperolehnya terhadsp orang-orang ketiga berhubung
dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertang-
gung itu adalash bertanggung Jawab untuk setiap
rerbuatan yeang dapat merugikan hak si penanggung
terhodap orang-orang ketiga itu".

Dalam masalah asuransi, pihak yang herpiutang dise-
but tertanggung, karens didalamnys terdapat suatu hubungan
hukum dengan seorang pihak ketiga yang ada kaitannya
dengan kerugisn yang ditsnggung oleh renanggung. Misalnya
suatu peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh pihak
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ketiga yang bersalah. Pihak tertanggung menurut rasal 138685
K.U.H Perdata mempunyai hak untuk meminta ganti rugi
dari pihsak ketiga vang terbukti melanggar stas rerbuatan
hukum. Dalam hal ini pihak tertanggung ada dua kemungkinan
vntuk menuntut ganti keruvgian, yaitu yvang pertams  ganti
kerugian dari renanggung dan kedua ganti kerugian dari
pihak ketigs yang menimbulkan kerugian. Dalam rerjaniian
rertanggungan dikenal asas indemniteit vaitu asas keseim-
bangan antara jumlah ganti keruvugian yang harus ditanggung
oleh penanggung dengan risiko vang diperalihkan. Asas ini
membatasi agar terutams tertanggung tidak mengambil keun-
tungan vang tidak wajar dari asuranei. Pasal 284 K.U.H
Dagang yang mengstur mengenai subrogasi disini merupakan
pagar dari asas indemniteit. Dalam pasal 284 K.U.H Dagang
dirumuskan penanggung yang telah membayar ganti kerugian
dari =uatu benda vang dipertanggungkan mendapat semua hak-—
hak yang asda pada =i tertanggung terhadap Pihak ketiga
mengenal kerugian itu.

Dengan adanya subrogasi, renanggung yang telah
membayar ganti kerugian kepada tertanggung dapat menuntut
ganti kerugian kepada brang vang oleh tertanggung tharus
bertanggung Jawsb atas kerugian yang dideritanya, vang
tuntutannys dilepaskan karena ia  telah menerima ganti
kerugian dari Penanggung .

Manfaat dari pasal 284 K.U.H Dagang bagi tertanggung
sdalah penanggung tidak biesa untuk menolak untuk membayar
ganti rugi kepada tertanggung. Setelah dilakukan pemba-
varan maka penanggung baru dapat mengambil alih hak ter-
tanggung untuk wmenuntut gantl rugi kepada pihak ketiga
vang berealah. Pembatasan subrogasi dalam pasal 284 K.U.H
Dagang menyatakan bahwa vang diambil oleh renanggung hanya
hal-hal yang dari tartanggung terhsadap orang ketiga yang
ada hubungannya dengan kervgian yang dijamin. Dalam
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subrogasi pihak tertanggung dilarang melakukan prerbuatan
yang merugikan penanggung misalnya, terjadinya pembebasan
rihak ketiga dari kewajiban memberi ganti kerugian hinggs
lenyap karena kadaluwarea. Kalau larangan ini dilanggar
renanggung tidoak mendspat subrognsi, maka dapat menuntut

ganti rugi dari tertanggung (Dicko Prakoso dsn 1 Ketut
Murtika, 1989:184).

Masalah subrogssi selain dalam asuransi diatur Jjuga
dalam pasal 1400 K.U.H Ferdata,yang berbunyi sebagai
berikut:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak gi berpiutang
oleh seorang pihsk ketiga, yang membayar kepada si
berpiutang itu, teriadi baik dengan persetujuan
maupun demi undang-undang’ .

Selanjutnya subrogasi vang diatur dalsm pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, yang menentukan
hahwa

"Pemilik/pengusaha kendarasn bermotor wajib menggan-

ti kembali kepada perusahsan Jasa Raharias Jumlah

pembayaran ganti kerugian vang telah diberikan
kepada korban/ahli warienya apabils kecelakssn 1itu
adalah sebagai akibat dari -

1. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidsk
mempunyal Surdt Iiin Mengemudi vang sah:

2. pengemudi dipengaruhi keadaan sakit, lelah,
meminum  sesuatu  yang mengandung alkohol, obat
bius, atau 1nin-1ain;

3. perbuatan pelanggaran dengan sengada Peratursn
Lalu-Lintas;

4. tidak membayar sumbangan wadib.

Atas hal-hal atou keadsaan diatas vang dikemukakan

oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat dikemukakan

rembuktian bahws kecelaksan terjadi diluar tanggung

Jawab atau diluar kesalahannya" {Emmy Pangaribuan

Simanjuntak, 1980:54).

2.3.4 Pihak-pihak Dalam Subrogasi

Yang dimakeud para pihak dalam masalah subrogasi
apabila  terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimsna
diatur dalam Undang-Undang Momor 34 Tahun 1964  Juncto
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, adalah sebagai

berikut:

1. Tertanggung, adalah eetiap orang yvang menjiadi korban
kecelakaan lalu-lintas Jalan, sebagai penerima san-
tunan, menjalankan hak:

gt

Penanggung, adslah perusahann negara vang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan khusus untuk itu, menjalankan hak
sebagai penerima premi dan mendalankan kewajiban seba-
gail pembayar santunsan (klaim):

3. Pihak ketiga yang bersalah, adalah pihak vang harus
bertanggung Jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh
kendaraan bermotor vang dimilikinys vyang disebabkan
reristiwa  tabrakan atau kecelakasan lslu-lintae jalan

{pembayar premi).

2.3.5 Keberadaan P.T. Jasa Raharia (Persero) Sebagai
Pengelola Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
Perusahasn Perseroan (Persero) P.T. Asuransi Keru-

gian Jasa Raharja yang dieingkst “P.T. Jasa Raharja

(Persero)" adalah perusahaan remerintah yang semula dike-

nal sebagai "P.T. (Per¥sero) Asursnsi EKerugian Jasa Rshar-

da", dan perubahan tersebut ditetapkan dengan Surat Fdaran

Momor @ P/SE/20,/V/1996, tertanggal 3 Mei 1996 yang dike-

luarkan oleh Direktur Utama P.T. Jasa Raharda (Persero).

Singkatan nama resmi ini sebagaimans tercantum di dalsm

Anggaran Dasar Perusahaan vaitu P.T. Jasa Raharja (Perse-

ro) wvang telah didaftarksn di Departemen Kehakiman.
Pemerintah merasa bertanggung Jjawab untuk seluruh

anggota masyarnkatnys dalam ussha memberikan Jaminan
rerlindungan dan kesejahteraan. menyebabkan harue mengam-
bil langkab-langkah vang mungkin dapat dipergunakan dalanm
mencapal  tujuvan. Pemerintah juga menvadari bahwa keadaan
dan kemampuannya masih sangat terbatas, sehingga belum
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mampu untuk memberikan jaminan risiko vang dihadapi oleh
geluruh masyarakat . Seballknya, dieslel lain rieiko dari
kemajuan teknologi vang semakin modern dalam angkutan
lalu-lintas senantiaca dihadapi anggota masyarskat dan
remakainya. Teknologi dalam angkutan Jalu-lintas Jalan,
menyebabkan terjadinya kecelakaan yang sering merugikan
dan timbul korban pada masyarakat yang kurang mampuy.

Pemikiran inilah, sehingga pemerintah menvelenggara-
kan asuransi wajib (sosial) melalui P.T. Jasa Raharja
(Persero) vyang tujuan utamanya untuk memberikan  jaminan
kepads setiap orang vang wmenjadi korban kecelskaan lalu
lintas jalan.

Sementara itu keadaan keuangan pemerintah yang belum
mengidinkan, menyebsabkan harus dilakukan penanganan secars
gotong-royong yang diwujudkan melalul  pembentuksn dana
luran wajib bagi setiap penumpang alat angkutan umum dan
cumbangan wajib bagi setiap perugahaan angkutan dan pemi-
1ik kendarasn bermotor.

Dana yang terkumpul dari masyarakat selanjutnya
digunakan untuk memberikan Jdaminan kepada setiap orang
yang menjadl korban akibat alat angkutan lalu lintag
dalan. Sebaliknys danna vong belum atau tidak terpakai
dapat dipergunakan dalam rroyvek pembangunan yang bersifat
produktif.

P.T. Jasa Rsaharia (Persero) ditunjuk pemerintah
untuk menyelenggarakan ssuransi walib (eosial) dalam hal
teriadl kecelakasan renvmpang alat angkutan umom dan  1lalu-
lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34
Tahun 19684 yang dilengkapi kemudian dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah WNomor 17 dan 18 Tahun 1965, vang
bertujuan untuk
a. mengumpulkan dana santunan sebagai jaminan bagi korban

kecelakaan lslu-lintas dialan dan korban alat anghkutan
umum kepada penumpangnya;
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b. pengumpulan dana vang dapat dipergunakan dalam proyek
pembangunan yang produktif.

2.3.6 Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Dana Kecelakaan Lalu-

Lintas Jalan
1. Pihak yang wajib membayar sumbangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 mewaJjibkan kepada setiap
pengusaha dan atau pemilik kendaraan bermotor untuk memba-
var Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) untuk setiap tahunnya.

Untuk pelunasan pembayaran Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh para pengusaha
dan pemilik kendaraan bermotor, maka ditempuh prola pungut-
an SWDKLLJ sebagaimana vang ditetapkan dalam ketentuan-
ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pungutan
sumbangan waJjib ini dikaitkan dengan pendaftaran ulang
kendaraan bermotor vang bersangkutan setiap tahunnya
bersamaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor terse-
but. Berdasarkan atas pembayaran itu akan diterima kartu
tanda pelunasan dan pengesahan sebagai tanda bukti bahwa
pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor tersebut telah
melaksanakan kewajibannya. Tanda pelunasan dan pengesahan
ini mempunyai kedudukan yang sama dengan polis.

Di dalam pelaksanaan tata cara atau pola yang dimak-
sud diatas, yang disebut Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap disingkat SAMSAT, maka instansi-instansi vang
berkaitan dengan SAMSAT ini adalah terdiri atas
1. POLRI dalam hal ini polisi lalu lintas;

2. Pemerintah Daerah cq Dispenda;
3. P.T. Jasa Raharja (Persero).

Sumbangan waJjib (sebagai premi) vang Jumlahnya
ditentukan oleh Menteri Keuangan ini harus dipenuhi oleh
tiap-tiap pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas
Jalan. Untuk mengetahui besarnya sumbangan wajib akan
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penulie eajikan tabel besarnya sumbangan wajib kecelakasan
lalu lintas Jjalan bagi perusahaan angkutan dan pemilik
kendaraan bermotor berdasarksn Surat Keputusan Menteri
Keuangsn Republik Indonesis Nomor 497 /KMK.017/1997, ter-
tanggal 6 Oktober 1997 yang mulai berlaku pada tanggal
6 Oktober 1997 sebagai berikut

Tabel 1
Jenis Alat Angkutan dan Sumbangan Wajib Per Kendaraan
Jenis Alat Angkutan Sumbangan Wajib
Per Kendaraan

a. Bepeda Motor 50 cc ke bawah. mobil Rp. 2.000,
ambulance, mobil Jjenasah dan mobil
remadam kebakaran

b. Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Rp. 10.000,
Derek, excavator dan crane

c. Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan| Rp. 12.000,-
Scooter diatas 50 cc dan kendaraan
bermotor roda tiga

d. - Pick Up/mobil barang sampai de - Rp. 30.000,

ngan 2.400 cc, sedan, jeep dan
mobil penumpang sampai dengan 8
seat (bukan angkutan umum)

- Mobll penumpang eampai dengan 8 Rp. 24.000,

eeat (angkutan uvmum)

Bus, mikrobis dan mobil Penumpang

diatas 8 seat : ‘

— Bukan angkutan umum Rp. 37.000, -

- Angkutan umum Bp. 32.000, -

f. Truck, mobil tangki, mobil gandeng| Rp. 47.000.-
an, mobil barang diatas 2.400 ceo
truck container dan sejenisnva

|

o)

Sesuai dengan tabel diatas dapat diketahul bahwa
rerusahsan angkutan kendaraan bermotor berkewadibsn memba—
var sejumlah uang sumbangan wajib. Pembayaran sumbangsan
wajib dana kecelsakaan lalu lintas Jialan vang melewati
batas waktu pelunasan dikenakan denda sebesar 100% dari
Jumlah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintss Jalan
yang harus dibayar.

Selanjutnya, barang siapa tidak memenuhi kewajiban

itu oleh pemerintah dianggap telah melakukan suatu relang-
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garan dan disncam dengan hukuman denda setinggi-tingginya
Pp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Pihak Yang Berhak Atas Santunan
Pihak yang dapat mengajukan tuntutan untuk memper-
oleh santunan dana  sebagaimana  dimaksud Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1965 adalah
a. Jandanya atsu dudanya yang sah, apabila korban mening-
gal dunia;
b. bila tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka anak-
anaknya yang sah;

Q

orang tuanya bila tidak ada golongan a dan b;
d. korban sendiri, bilamana tidak meninggal dunia.

Bilamana dalam suatu kasus kecelaksan lalu lintas
tidask diketshui secara pasti bahwa pihak yang mana yang
berada diluar alat angkutan lalu lintas yang menimbulkan
kecelakaan, seeperti misalnya tabrakan antara dua buah
kendarasn. dan menurut laporan polisi dinvatakan kedua
belah plhak sama-sams dipersalahkan, maka untuk menentukan
pihak manakah vang berhak memperoleh santunan dana, diper-—
lukan suatu vonis pengadilan. Berdasarkan vonis pengadilan
inilah, nantinya santunan dans tersebut akan dibayarkan
kepada pihak yang dibenarkan atau dimenangkan.

Besarnya Jumlah santunan asuransi yang diberikan
menurut tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan PRepu-
blik Indonesia herdasarkan Surat Keputusan Nomor
497/KMK.9§Z£;931% tertanggal 68 Oktober 1997 adalah bhahwa
kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak/terhitung tang-
gal 6 OQktober 1997 dan sesudahnya, vang mengakibatkan
korban manucsia, sebagail korban kecelakaan lalu lintas
Jalan yang disebabkan oleh kendarsan bermotor dan yang
dijamin oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun

1964 serta peraturan pelakssnaannya, pemberian santunan
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asuransi kepada korban atau ahli warisnya ditetapkan

sebagal berikut

1. dalam hal korban meninggal dunia, besarnya santunan
maksimal Rp. 5.000.000, -

2. dalam hal korban menderita cacat tetap, santunan yang
diberikan maksimal Rp. 5.000.000, -

3. dalam hal korban menderita luka-luka, besarnya santunan
maksimal Rp. 2.500.000,-.Santunan untuk penggantian
pengobatan dan perawatan diberikan kepada korban atau
para pihak yang telah membayar lebih dahulu biaya-biaya
vang dimaksud;

4. dalam hal korban meninggal dunia dan tidak mempunyai
ahli waris, maka kepada yang mengurus Jenasah korban
diberikan biaya penguburan Rp. 500.000, -

Perlu diketahui juga, bahwa atas hak mendapat ganti
kerugian itu tidak boleh dilakukan :

a&. penyerahan kepada orang lain;

b. gadai:

C. penyitaan untuk menjalankan putusan hakim (Emmy Pa-
ngaribuan Simanjuntak, 1979:57)

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, maka
P.T. Jasa Raharja (Persero) tidak menerimakan uang santu-
nan asuransi kepada yang dikuasakan, tetapi langsung
kepada yang berhak vaitu korban atau ahli warisnya.

Pemberian Jjaminan sosial berupa santunan asuransi
vang dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) ini dimak-
sudkan untuk membantu meringankan beban penderitaan setiap
anggota masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu
lintas jalan. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila
semua pihak yang diikutsertakan oleh pemerintah bergotong
royong untuk melaksanakan kewajibannya termasuk dalam hal
ini ialah kewaJjiban membayar sumbangan wajib yang Jumlah-
nya telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Subrogasi Di P.T. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember

Kecelakaan vyang terjadi hampir setiap jam bahkan
tiap menit tidak selalu dapat dilakukan prenuntutan melalui
subrogasi. Akan tetapi hanya jenis-jenis tertentu dari
kecelakaan lalu lintas Jjalan yang dapat disubrogasi.

Di  dalam hukum pertanggungan kita mengenal adanya
subrogasi. Yang dimaksud dengan subrogasi ialah penggan-
tian kedudukan sebagai orang yang berhak kepada seorang
dari orang lain yang telah mengganti kerugiannya terhadap
pihak lain yvang menimbulkan kerugian itu.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1865,
menentukan bahwa pemilik kendaraan bermotor harus menggan-—
ti kembali santunan dana yang telah dibayarkan P.T. Jaea
Raharja (Persero) kepada korban bila suatu kecelakaan
terjadi akibat:

1. kendaraannya dikemudikan oleh orang vang tidak mempu-
nyai Surat Ijin Mengemudi yang sah;

2. prengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah,
meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius
atau hal-hal lain;

3. melanggar dengan sengaja peraturan lalu lintas:

4. tidak memenuhi kewajiban menurut pasal 3 Peraturan
Pemerintah ini, kecuali pemilik kendarasn bermotor
dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

3.1.1 Proses Pelaksanaan Subrogasi
P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dapat
menuntut kembali melalui subrogasi, bila dalam kecelakaan
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itu pengendaranya tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi
vang sah. Jadi dalam hal ini pengemudi dinyatakan bersalsah
karena ia tidak mempunyai S.I.M. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa P.T. Jasa Raharja (Persero) hanya bisa
me lakukan subrogasi terhadap kecelakaan yang termuat
dalam pasal 14 ayat (a) Peraturan Pemerintah MNomor 18
Tahun 1965. Kesalahan-kesalahan diluar itu belum prernah
ditangani oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) (Wawancara
dengan Bapak Gatot Nursalim, pada tanggal 9 Desember
1997).
Sebelum melakukan subrogasi, terlebih dahulu renang-
gung harus sudah membayar santunan kepada korban atau ahli
warisnya, yvaitu setelah korban atau ahli warienya mengaju-—
kan permohonan untuk mendapatkan santunan. Untuk mendapat
santunan, korban harus mengisi formulir model K-1 yvang
disediakan secara cuma-cuma oleh P.T. Jasa Raharija (Perse-
PO ).
Formulir model K-1 ini berisi empat bab, yaitu
1. Bab I tentang ketentuan identitas korban
Di dalamnya menyangkut keterangan identitas korban
kecelakaan dan orang yang menyampaikan berkas prengajuan
santunan bilamana korban meninggal dunia.

2. Bab IT tentang keterangan kecelakaan
Bab ini diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau instan-—
8l lain yang berhubungan dengan penanganan kecelakaan,
identitas yang tersangkut dalam kecelakaan, uraian dan
kesimpulan kecelakaan dan korban kecelakaan.

3. Bab III tentang keadaan korban
Bab ini menjelaskan keadaan korban kecelakaan vang
diiei dan disahkan oleh Rumah Sakit atau dokter yang
merawat korban.

4. Bab IV memuat tentang keabsahan ahli waris bagi korban
yang meninggal dunia.
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Adapun berkas yang diperlukan untuk pengajuan san-
tunan dalam prakteknya adalah sebagai berikut

a. Daftar isian formulir model K-1 vang telah diisi oleh
orang atau instansi yang berwenang sebagai dokumen
dasar.

b. Surat pengantar dan berita acara dari kepolisian dan
DLLAJR tentang kecelakaan yang telah terjadi, tentang
angkutan lalu lintas yang bersangkutan sehingga korban-
nya meninggal dunia, cacat tetap atau hanya menderita
luka-1luka saja.

¢. Buktl diri ahll warie korban atau Kkorbannya berupa
Kartu Tanda Penduduk, surat nikah dan keterangan dari
instansi vyang sah dan menyatakan kebenaran bukti diri
dari ahll waris.

d. Kwitansi-kwitansi yang sah/asli mengenai biaya pera-
watan atau pengobatan dari dokter atau Rumah Saklit yang
merawat korban dan apotik tempat pembelian obat.

selanjutnya kelengkapan bagi korban vang belum
menikah dan meninggal dunia adalah

a. Dari ahli waris korban
Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua, Kartu Susunan
Keluarga, surat nikah serta menyerahkan foto 4x6 seba-
nyak dua lembar.

b. Dari korbannysa
Surat kematian, akte kelahiran, surat keterangan belum
menikah dan kalau mungkin dilengkapi dengan raport atau
foto copy ijazah.

c¢. Dari instansi
Laporan polisi dan laporan segera dari kepolisian,
keterangan dari Rumah Sakit dan DLLAJR.

Syarat-syarat kelengkapan tersebut, kemudian dikirim
kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) bersama-sama dengan

formulir model K-1. P.T. Jasa Raharja (Persero) akan
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me lakukan renelitian sebelum merealisasikan santunan

kepada korban apabila data-data vang diperlukan masih
kurang Jelas. Hal ini untuk menjaga kemungkinan adanya
itikad tidak baik dari korban atau ahli warisnya. Apabila
data-data yang diperlukan sudah lengkap dan Jjelas maka
sebelum menyerahkan santunan, pihak P.T. Jasa Raharja
(Persero) akan memanggil korban atau ahli warisnya untuk
diberi pengarahan mengenai maksud dan tujuan pemberian
santunan dana tersebut. Setelah santunan diserahkan kepada
korban atau ahli warisnya. maka P.T. Jasa RaharJja akan
menuntut balik kepada pihak ketiga vang mengakibatkan
kecelakaan atau kerugian tersebut. Biasanya P.T. Jasa
Raharja mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik kenda-
raan bermotor yang menabrak sSesuai dengan nama ‘pemilik
vahg tercantum dalam B.T.N.K.B agar menggantl kembali uang
santunan . vang telah dibayarkan kepada korban atau ahli
warienya. Apabila kendaraan bermotor itu merupakan kenda-
raan pinjaman dari orang lain maka peminjam atau prenabrak
tidak dapat dituntut, karena kewajiban mengganti itu
dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor.  Pemilik
dianggap bersalah meminjamkan kendaraan bermotor kepada
orang yang tidak mempunyai S.I.M. Tuntutan tersebut dila-
kukan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34
Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965
pasal 14 ayat (a). Apabila sampai batas waktu vang telah
ditentukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) ternyata pihak
vang bersangkutan tidak mengindahkan, maka P.T. Jaea
Raharja (Persero) berhak mengajukan tuntutan ke Pengadilan
Negeri setempat.

Untuk pemilik kendaraan bermotor vang pemiliknya
tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam S.T.N.K.B,
penanggung mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik

berdasarkan S.T.N.K.B. Kalau memang kendaraan bermotor itu
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sudah dljual bilasanya ia akan memberikan tanggapan kepada
penanggung, bahwa kendaraan bermotor itu bukan miliknya
lagi. Dengan demikian P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat
mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan
bermotor pada waktu kecelaksan itu terjadi (pemilik ter-
akhir). Kalau ternvata pemilik terakhir disini belum
membaliknamakan surat-surat kendaraan tersebut atas nama-
nya maka kewajiban untuk mengganti usng santunan tersebut
menjadi gugur (hangus). (Wawancara dengan Bapak Gatot
Nursalim., pada tanggal 10 Desember 1997).

3.1.2 Besarnya Dana Yang Harus Dibayar Kembali
Menurut ketentuan, penanggung hanya dapat menuntut
ganti rugi dari pihak yang bersalah sebesar santunan yang
telah dibayarkannya kepada korban atau ahli waris korban.
H. Van Barneveld menyatakan bahwa

"Pertama-tama penangguneg harus membuktikan bahwa ia
telah membayar atas dasar suatu Pertanggungan. Jika
penanggung membayvar lebih banyak daripada kerugian
vang sebenarnya, maka subrogasi itu hanya berlaku
sampal jumlah keruglan vang sebenarnya’” (1980:438).

Seperti telah penulis uraikan dimuka, bahwa penang-
gung hanya berhak mendépatkan subrogasi sebesar santunan
vang telah dibayarkannya kepada korban atau ahli warisnya.
Adapun besarnya santunan yang harus dibavar kemball menu-
rut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965
adalah :

1. untuk korban meninggal dunia, penanggung berhak atas
subrogasi dari pihak yang bersalah maksimal sebesar
Rp. 5.000.000, -

2. untuk korban vang mengalami cacat tetap, maka sesuai
dengan dana maksimal yang dibayvarkan oleh P.T. Jasa
Raharja (Persero), penanggung berhak menuntut kembali
sebesar Rp. 5.000.000, -
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3. untuk korban yang menderita luka-luka dan memerlukan
berawatan, dana yang bisa dituntut kembali maksimal
Rp. 2.5600.000,~

' Khusus untuk korban yang mengalami luka-luka ini,

Jangka waktunya dibatasi sampai satu tahun sejak terjadi-

nya kecelakaan. Maksudnya apabila sampal satu tahun korban

belum sembuh, P.7T. Jasa Raharja (Persero) masih menjamin
korban tersebut dengan catatan dana vang dikeluarkan oleh

P.T. Jasa Raharja (Persero) belum mencapai Rp.2.500.000,-.

Namun apabila belum mencapai satu tahun biaya yang dike-

luarkan sudah mencapai Rp. 2.500.000,- dan korban belum

sembuh, Jasa Raharja sudah tidak menjamin lagi. Dengan
kata lain, selebihnya dari Rp. 2.500.000,- menjadi tang-
gungan korban sendiri.

3.1.3 Kadaluwarsa Dalam Penuntutan

1. Tertanggung Kepada P.T. Jasa Raharja (Persero)

Tuntutan ganti »rugi harus diajukan dalam waktu
tertentu. Diluar waktu itu akan mengakibatkan gugurnya hak
atas ganti kerugian. Ketentuan mengenai hal itu diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 pasal 18
ayat (1). Pengajuan permintaan untuk memperoleh dana
santunan akan kadaluwarsa bilamana
a. tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadi-

nya kecelakaan lalu lintas vang bersangkutan;:

b. tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada
rengadilan perdata vang berwenang dalam waktu enam
bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak secara
tertulis oleh Direksi Perusahaan;

Jika atas pembayaran dana tidak direalisasikan dengan
gesuatu penagihan kepada perusahaan dalam waktu tiga bulan
setelah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
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2. Subrogasi Kepada Pihak Yang Bersalah

Salah satu sebab hapuenya perikatan menurut pasal
1381 K.U.H Perdata adalah dengan adanya lewat waktu atau
daluwarsa.

Selain lewat waktu, cara untuk memperoleh hak milik
atas suatu benda (acquisitive verjaring) ada Jjuga suatu
akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan
dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (extinctieve
verjaring). Oleh karena itu setiap orang dibebaskan dari
semua penagihan atau tuntutan hukum. Pada pembahasan vang
terdahulu telah disebutkan bahwa penanggung berhak menun-
tut balik kepada pihak ketiga apabila ia telah membayar
gantunan dana kepada korban (R. Subekti, 1985:186).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak
Gatot Nursalim, ternyata hak untuk menuntut kembali P.T.
Jasa Raharja (Persero) kepada pihak ketiga yang bersalah
tidak dikenal adanya waktu kadaluwarsa. Dengan demikian
dapat diketahul bahwa P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat
mengajukan subrogasi kepada pihak ketiga vang bersalah
sewaktu-waktu, dengan catatan perusahaan telah membayar
sepenuhnya santunan dana kepada korban atau ahli warisnya.
Perlu diketahui bahwa dalam me laksanakan kewaJjiban meng-
ganti kembali uang santunan ini, pihak ketiga yang bersa-
lah dapat membayar dengan cara mengangsur. Hal ini tidak
lain karena tujuan dari P.T. Jasa Raharja (Persero) untuk
memberikan bantuan meringankan beban penderitaan masyara-
kat banyak sesuai dengan bidang usahanya yaitu asuransi
sosial.

3.2 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Hal Terjadinya Subro-
gasi

Di dalam suatu persetujuan, seperti asuransi vang
merupakan persetujuan timbal balik dimana satu pihak tidak
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selalu menjadi pilhak berhak, akan tetapi Juga mempunyai
kewajiban terhadap pihak lain. Dengan demikian seseorang
atau suatu badan hukum tidak selalu menjadi pihak berwajib
melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban
dari pihak pertama vang harus dilaksanakan.

Terjadinya suatu bentuk pertanggungan adalah karena
penanggung di satu pihak dan tertanggung di 1lain pihak
mengikatkan diri, karena masing-masing mempunyai kepen-
tingan sehingga dengan sendirinya timbul hak dan kewaJjiban
dalam suatu bentuk perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal
1233 K.U.H Perdata setiap perikatan dapat terjadi karena
1. adanya persetujuan;

2. telah diatur oleh undang-undang.
Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jjuncto
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, terdapat pihak-
plhak yang terdiri atas
1. perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
khusus untuk itu, sebagal penanggung;

2. pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas Jjalan,
sebagal pembayar premi;

3. setiap orang vang menjadi korban lalu lintas dalan,
sebagai tertanggung.

3.2.1 Kewajiban Dan Hak P.T. Jasa Raharja (Persero)
1. Kewajiban P.T. Jasa Raharja (Persero)

Seperti biasanya dalam suatu pertanggungan, apa vang
menjadi hak di satu pihak, menjadi kewajiban di pihak vang
lain. “"Jasa Raharja" sebagai perusahaan vyang ditunjuk oleh
pemerintah untuk mengelola rpelaksanaan Undang-Undang Nomor
33 dan 34 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
dan 18 Tahun 1965, mempunyai kewajiban pokok memberikan
santunan kepada korban kecelakaan alat angkutan umum
maupun kecelakaan lalu lintas jalan.
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Berdasarkan pasal 246 K.U.H Dagang, dapat diketahui
bahwa menjadi kewajiban pokok dari penanggung adalah
membayar sejumlah uang pertanggungan untuk mengganti
kerugian yang diderita oleh plhak tertanggung.

Kewajiban penanggung dalam hal terjadinya subrogasi
ini adalah membayar penuh santunan dana yang seharusnya
diterima oleh korban sebagail orang yang dijamin oleh
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

2. Hak P.T. Jasa Raharja (Persero)

Imbalan dari peralihan risiko dalam setiap pertang-
gungan adalah pembayaran premi vang menjadi suatu keharu-
san. Premi menjadi hak bagi penanggung. Penanggung sebagai
pihak yang menerima peralihan risiko, berarti mengikatkan
diri untuk mengganti kerugian bila risiko itu benar-benar
terjadi. Demikian pula dalam pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 1964, P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai
penanggung berhak atas pembayaran sumbangan wajib, yang
harus dibayarkan oleh pemilik atau rengusaha kendaraan
bermotor setiap tahun sebagal premi.

Dalam hal terjadinya subrogasi, P.T. Jasa Raharja
(Persero) berhak atas pembayaran santunan yang telah
dibayarkannya kepada korban. Tuntutan ini ditujukan kepada
pihak yang bersalah, yang menyebabkan penanggung mengalami
kerugian.

3.2.2 Kewajiban Pihak Yang Bersalah

Dalam hal terjadinya subrogasi ini hanya menimbulkan
kewajiban pada pihak yang bersalah. Ia tidak mempunyai
hak. Kewajiban pihak vang bersalah dalam subrogasi adalah
membayar kembali kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) sejum-
lah dana yang telah dibayarkan Jasa Raharja kepada korban.
Apabila pihak yang bersalah itu tidak memenuhi tuntutan
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tersebut, maka Jasa Raharja dapat menggugat melalui Pe-
ngadilan Negeri setempat, setelah melampaui batas waktu
vang ditentukan oleh perusahaan.

Dalam prakteknya, P.T. Jasa Raharja (Persero) mem-
berikan kebijaksanaan kepada pihak yang bersalah dalam
memenuhi kewajibannya membayar kembali sejumlah dana vang
telah dibayarkan Jasa Raharja kepada korban, yaitu dapat
dilakukan dengan cara mengangsur. Hal ini mengingat pihak
vang bersalah itu sendiri juga telah banyak mengalami
kerugian dengan mengeluarkan bilaya untuk keperluan priba-
dinya akibat kecelakaan tersebut seperti biaya pengacara,
biaya pengobatan maupun biaya perbaikan kendaraan.

3.2.3 Kewajiban Dan Hak Tertanggung

Tertanggung dalam rertanggungan kecelakaan lalu
lintas Jalan, sebenarnya ia bertindak untuk kepentingan
orang ketiga yaitu anggota masyarakat sebagai korban
akibat kecelakaan lalu lintas Jjalan. Jadi tertanggung
hanya berkewajiban membayar premi (sumbangan wajib) setiap
tahun tanpa berhak mendapatkan santunan dari penanggung.

Sebaliknya, anggota masyarakat sebagai orang vyang
berkepentingan (korban) berhak menuntut kepada penanggung
(Jasa Raharja) tanpa membayar premi, karena premi sudah
dibebankan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan bermo-
tor vang dibayarkan sebagai sumbangan wajib (premi) setiap
tahun.

Pemilik atau pengusaha kendarsan bermotor vang diwa-
Jibkan membayar sumbangan waJjib, dapat diartikan sebagai
mempertanggungkan tanggung Jawabnya atas kerugian vang
ditimbulkan kendaraan bermotor vang dimilikinya vang
menimpa pihak lain.

Pertanggungan kecelakaan lalu lintas Jalan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dapat
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dikatakan bahwa antara tertanggung vang membayar sumbangan
wajib dengan orang yang menjadi korban kecelakaan lalu
lintas Jalan sejak semula tidak terdapat suatu hubungan
hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungan
vang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu
adalah pertanggungan tanggung jawab seseorang yang diwa-
Jibkan oleh pemerintah (Wawancara dengan Bapak Gatot
Nursalim, pada tanggal 12 Desember 1997).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Eesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian vang telah dikemukakan

dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat diambil kesim-
rulan sebagai berikut

1

subrogasi hanya dapat dilaksanakan apabila penanggung
telah membayar sepenuhnya kerugian yang ditimbulkan
oleh pihak yang bersalah. Tidak semua kecelakaan vang
terjadi, dapat dituntut balik melalui subrogasi. Dalam
prakteknya, P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat menuntut
balik pengemudi atau pengendara yang tidak mempunyai
Surat Ijin Mengemudi apabila terjadi kecelakaan. Besar--
nya dana yang wajib dibayar kembali sama dengan Jjumlah
dana santunan yang telah dibayarkan oleh P.T. Jasa
Raharja (Persero) kepada korban sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
497/KMK.017,/1997 tanggal 6 Oktober 1997.

hubungan hukum dalam hal terjadinya subrogasi akan
menimbulkan kewajiban dan hak, yaitu keterikatan para
pihak untuk memenuhi kewaJjiban dan memperoleh hak. P.T.
Jésa Raharja (Persero) mempunyai kewa.iban pokok mem-
berikan santunan yang seharusnya diterima oleh korban
dan berhak menuntut kembali kepada pihak vang bersalah
sejunlah dana yang telah dibayarkan kepada korban atau
ahli warisnya. Pihak yang bersalah hanya mempunyai
kewajiban yaitu wajib membayar kembali dana vang telah
dikeluarkan oleh renanggung kepada korban atau ahli
warisnya. Selanjutnya si korban sebagai tertanggung
mempunyai hak untuk menerima ganti rugi (santunan) dari

P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagal penanggung.

33
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4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berkaitan

dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1.

P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai pengelola Undang-
Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965 hendaknya mening-
katkan vpenerangan kepada masyarakat tentang prosedur
untuk mendapatkan santunan bagi kecelakaan vang
diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Dengan demiki-
an pelaksanaan subrogasipun dapat berjalan sebagaimana
vang diinginkan. karena korban telah mendapatkan haknya
dan P.T. Jasa Raharja (Persero) bisa menuntut balik
haknya melalui subrogasi apabila kecelakaan disebabkan
oleh pengemudi atau pengendara yang tidak mempunvai
Surat 1ljin Mengemudi (SIM).

dalam hal terjadinys subrogasi hendaknya P.1. Jasa
Raharja (Persero) segera mencari informasi tentang
pemilik kendaraan yang sebenarnya. Pemilik atau pengu-
saha kendaraan bermotor hendaknya segera membaliknama-
kan surat-surat kendaraan bermotor yang dimiliki atas
namanya apabila terjadi pemindahtanganan kendaraan
bermotor. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan
subrogasi dapat diselesaikan dengan baik sehingga para
pihak dapat memperoleh hak serta memenuhi kewaJibannya
masing-masing dalam suatu hubungan hukum.
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Nomor: - RL/R/62 /1 /1905, . Jembier

T Junuari 1995,
Lampiran = SpL.Lerimp.
Prihal - Kewndiban menpgeant i kembal i bordagarhan
Undang-Undang No 34 Thn 1964 vo poralo Kepada yth ,
ran Pemerinbah Noo 1Y Lhn 196 parse) 14 8dr, Suyatun
ayal. (a) uvang sebesar ih.|_2.511.550’__’ Den.Sagat Do.Tamsn Agung
Berkas Klaim No.2,0235,00,05.00,01-95, Kec. Cluring

e L L R —

Dengan  ihi kami beritahukan bahwa berdasarkan DalfLar Taian Model K.1

yvang kami  Lerima darid Polres. _}hmmngi. ... .. Lernyata  kendaraan  bermotor
saudara Jjenis . _Spdetorg--- - --- - dengan nomor palid  Sas DPTEOE TR " vang
dikemadikon oleh g Mg . Bvwande SR vidn Langpal 3 e IE ;
1 i ) o-Sawandonos l L 17 Désénbaér 1994
dijalan: . -G?Bbcn&,ﬁrﬁ.ﬁ‘s}ajf_‘rnpi-e-_Hff_[. i Lelah menpgalami kecelakaan lala lintan, dan

sebagai akibaboya dari kecelakoan lLersebal, Lelab jaloh kerban meninggnl dunia/luka-
luka bernama Sdr. KARSIMAN,

Nerdagarkan Undange Undang Ho o34 Lahn 1964 9o P P No_ 18 Labun 1965, maka
pada Langgal . _07.Januaxi 3395 - kepada korban Lelah kami bayarkan :

Nana BSantunan Kemalion sehesar R, . ,
240004000 yrem

511- 3').09"‘"

Pengeantian Nava perawvatan/pengobalan R

~Dana Sonbunan Caeal Lebape sebaepar Kps.
Yang untuk lebih jelasonya Lerlampir kami lampirckan Lembusan kwitanni buklbi  pembaya
ran dimakmuad.

Sesnni Issian model K.l oleh pihak  Kepolisian Lornyata amula--
ra Eka -Suwandeno-- - - - - - aelakn [N!tllf'_r!lllud'l kendarann bermolor No. pr)llr:q_ﬂ;.g_ e aRe 3
“pada waktu kejadian kecelakaan )
' 1. Tidak memiliki Soreal. 1iin mengemadi yang sah.
e

Gl

*

Sehinpea dengon demikian Sondara selaka pemil ik kendarann bermotor Nomor
pol P=TT60=ZK . .. diwajibkan mengpanti kembali Dana Santunan yang Lelah  dibayarkan
kepada korban/ahli  waris korban scbhesinre Rpsa coq cpmme - - -

. 5 P2,511, 550,
lakukan sebagai pelaksana V.U No. 34 Lhny o 1964 Yo P P. No.18/1965 pasal 14 ayat (a)
vang berbunyi abb -

Lab, Lunbutan  mana  kami

Pemilik/ pengusaha  Kendaraan  bermolor waiib mengeanli kembali  kepada
Perusahaan jumlah pembavaran Dana yang Lelah dibayarakan oleh  Perusahaan
kepada korban/ahli waris korbon, hila kecelakaan disebabkan karena -

a_ Kendaraan vang dikemudian  oleh  opang vang bidak memiliki Surat. Ijin
Menpgemudi yang sah.
h. -

Sehubungan dengan hal Leorsebul di atas. kewi harap kedalangan Saudara untuk

menyelborkan kembali kepada kami o PT(PERGEROY A K. "JASA RAHARIAT PRRWAKLLAN JEMHER
JIo Godah Madn No_ 303 Telp. 84114 Jember.

uang sebesar seperti tersebul di atas selambat Jambalnya Lapl. N e | _ . -

Apabila sampai dengan balas waklu yvangg kami berikan dff fpekd. 39986ra belum
juga memenuhi kewajiban, maka Saudara akan kami Lonluk di Penpgadi lan Negeri Lerdekat
sespal dengan kelenbuan yang berlaku.

Demikian untuk Soudara maklom don porehat iaonya.

A Y

Tembugan : Kepada Yhh.

1. Kepala Cabang Jasa Rabarin Soribavi
Z. Kapolres b2 . . deee. Ao Fe
3. Petupap pabpAVENGE
A. Argip Banyuwangl
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%@,Qxcr)ghtory Universitas Jember LAMPIRAN V

LEMBAR DISPOSISI/PENGAWAL & DATA ENRY BERKAS KLATM

Nomor Berkas

Nama Korban

Jenis Kelamin

b i £ o b o R 5t

2,23,00,05.,02,01 - 95,

KARSTMAN

Laxi-2

Nomor Berkas

°
L]

Alamat ¢ Sb.sari.Kec.Srono- BWI,
s A

Umur 69 Thn,: Pelker jaan Tani

Dokumen terdi-

KTP,K1,5r,Nikah,K5K,Lap,Polisi STN & Kend.yg.terlibat.

ri dari

Tgl. Penerimaan » 07.01.1995. Tgl. Pemberitahuan pd. Klaiment
D e R AT Al = r INSTRUKSI/PENDAPAT

UR ATIAN K 0ODE

1-Pengajuan Klaim 211 /§>3714 djVZ;/
L Kedudukan Korban/Obyek 09

. Pertanggungan

Tanggal Pencajuan 07.01.1995. ji72%.\

Jenis Kelamain Laki=2, | /

‘Dnstansi yang menangani 05.02,005,

Tanggal Ke jadian Kec, 17,&&1999{

Lintasan Penybranoan —_— -

Sifat Cedera/Kerugion MD + LL.

Jumlah Penoajuan Rp. 2.511.350,~=

Kesimpulan Sementara Ter]jU.34.,

Tangoal Pembayaran 07.01.1995.

Nomor BPK/BPA 02/036/I/;{.

Jumlah Pembayar Klaim Rp. 24511.350,==

Beban Klaim EC Rp. =

Dilimpahkan ke Cabang/

Perwaldilan

Nomor Surat Penolﬁkan

Pelimpahan

Tanggal Surat

Paraf Petugas Entry /) qfc7§/
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PT. (PERSERO) ALXGBSARR PRSI0y Univekshaesleiakeo. os.02.01. 95

CABANG SURABAYA/PERW. JEMBER

TANDA TERTHMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : Mariyatun
Alamat / Telp. : Ds.Sumbersari

Kec.Srono
Banyuwanai
Hub . dan . korban 03 [ISTERI (AKHLIWARIS) J

- Tdentitas korban

NMama / Unur : Karsiman / B3 Tahun
Alamat / Telp. : Ds.Sumbersars
Kec.Srono
Banyuwang1
Tempat Kecelakaan : 05.02.070 [KEC.RPOOOJAMBI
Tanggal Kecelakaan : 17/12/94
Sifat Cidera 05 [MENIMGGAL & LUKA-LUYA ]

(0]

Berkas terdiri dari : Dokumen vang hatrus dilengkapi:

1. FORMULIR MCDEL “K" 1,
2. LAP.POLISI DaN SKET. 2
3. K P

4. KARTU KELUARGA
‘5. SURAT NIKAH

6. KWITANSI RAWAT 6
g

&, '
9.

10,

1.

2.

13,

14,

Kl

G & ar

-4 7

Catatan :
Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal 07/01/95

Jember 07/01/95

Yang menyerahkan,
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' ‘ LAMPIRAN VI
DEPARTEMEN ‘PENDIDIKAR DANCKEBUDAYAAN RI.

. UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jalan Jawa (Tegalboto) No, 15 Kotak Pos 9 - Jember Telp. 85462

ymor  : 6556 /PT.32.HA.FH/N 1 1997
umnp. 1

dhal’ : KONSULTASI.

:pada : Yth. Sdr. Pimpinan

- PT+ JASA RAHARJA (Persero)
 Perwakilan Jember

Bersama inl Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan
hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

N a . m:a

RETNO DWI DAMAYANTI

NIM © 9307100184

Program S5

Alamat : JL. SUMATRA I / 110 JEMBER
I 4

Keperluan . Konsultasi mengen i masalah

PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL
PADA PT., JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN

JEMBER

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan menyusun skripsi.

qulklaﬁ atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. .

NIP. 130261653
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LAMPIRAN VII

PT. JASA.RAHARJA (Persero)

Perwakilan Jember
Jalan Gajah Mada 303 Telp. 84114 Jember

SURAT EKETERANGAN

Nomor : P/R/002/1,/1998

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala P.T. Jass
Raharja (Persero) Perwakilan Jember, menerangkan bahwa :

Mama : RETNO DWI DAMAYANTI

MIM : 9307100184

Jurusan

Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember

Alamat : J1l. Bumatra I1,/110 Jember

telah mengadakan penelitian serta konsultasi pada
Instansi kami guna melengkapi penulisan skripsi dengan Jjudul:
"PELAESANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL PADA P.T. JASA
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diperguna-

kan seperlunya.

Jember, 16 Januari 1998
P.T. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

'TTKngla Perwa
SR NN
: '

'
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN OAN KEBUDAYAAN RI.

uniBrgitadRepasitory Universitas Jember
FAKULTAS HUKUM

TR O O s e B R s B0 s L g Bl s s ok s g st Bp e B o e P g Ponp TR o B P P P s

Nomer 16476 FRTI2 . H5.FH/Q12 1997
l_ampiran @ -
Perihal = Permononan Studi Literatur

Kepada t YEh. Kepala Perpustakaan Pusat
Universitas Jember
di -

JEMBER

Dengan hormat,

Bersama 1Ini kami hadapkan seorang mahasiswa
erikut di bawal ini :

N ama » RETNO DWI DAMAYANTI
N T M - 9307100184

Fakultas / Jurusan : HUKUM / -

NMo. Angoota Perpus. - 9303183

Alamalk iumah

LAMPIRAN VIII

sebagai

- JLe SUMATRA I / 110 JEMBER

Mohon diperkenankan wunbtuk mengadakan studi literatur
berupa buku/text book, Karya skripsi, tesis dan diser-—

Lasi dalam rangka poenvusunan skripsi.

Demilkian aras perkenan dan bantuan Saudara kami ucap-

Kan terima kasih.

P‘ o Q- "TPW i
i e A bl

Keterangan :

1. Harap menunjukkan Kartu Anggota Perpus.;
2. Surat ini berlaku 2 kali kunjungan:

I GBraips

studilr/kn/tr

“odgibgrs 2k NOPEMBER 1997

aleNIAR nQ, kan
-
Delkan 1,
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BYiJASA RAHAKJA JKI ‘JNU. Plo=16 97 1 131 T UUbZe1heLueuan gabang surabayai#ll
8 Digital Repository Universitas Jember /}
. LANPIRAN' IX
ll ; Keputusan Menten Keunngan

Nomoi 497 JAMK,017/ 1997
Tanggal 6 Oktober 1997

6. Keputusan,  hioatenn Keuangan  Reperlik e lonesia Tomor
PBVKMK.0L1/1981 tentang Penudjukan Perusahaan Perseroan  (Persero)
Asuransi  Ker-pian  Jasa  Raharja  untek  menelenggarukhan Dana
Pertanggungan Majib Kecelakaan Penumpang Jan Nrana Kecelusan Lalu
Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN:

fenetaphan  © KEPUTUSAN M=NTERI KEUASNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANCG
PENETAPAN  SANTIIMANL DAN  SUMBANGAN  WATIB - DANA
KECELAKAAN ALT LS IALAN

Pasal |

Santunan yang dlberikan kepuda korban atua abdi vans horban hecelabaan Taln
Lintas jalan, ditentiksn sebagar henkut

a Dalam hal korban menmggal duma sebhe oo i 50000000l juta rapiah)
b. Dalam hal korbap mendapat cacul tetap, santunan dilotung berdasarkan arigh
7 i . :
prosentase sebigaimang ditctapkan  dalam Pasal 10 ayar (3) Peraturan
Pemerintah Neomor 18 Tahun 196¢ dari besar santunan memnggal duni
: schagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.

¢ Penggantion biays pecawatn dan pengobatan dokter maksonum sehooe

Rp. ElSOO.ﬂ()O.- (dun juta lima ratus ribu rupiah)

|
l Pil,‘itl‘ 2

Dalam hal koo an oerpopual dunia tdak mempunyar ahl swais - maa gepada
yung menyelengpuonkan  penguburan: diberikan  penggantian biaya sebesat
Rp. 500.000, (limy cutus ribu rupiah)
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LAMPTIRAN
PENGUMUMAN
NO. P/R/SBA/0B/X/97

Berdasarkan : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 497/RMK.017/1997, tanggal 6 Oktober 1997,

~
Tentang:
PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KBCELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Diummkan : I. Sutbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, ditentukan sebagai
berikut :

a. Sepeda Motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance,
mobil jenasah dan mobil pemadam kebakaran................. Rp. 2.000,-

b. Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek,
EXCAVALOL ATl CLANE. v sv v oo ae sme sassonenssssssessssaosssss Rp. 10.000,-

c. Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan Scooter
di atas 50 cc dan kendaraan bermotor roda tiga............ Rp. 12.000,-

d. = Pick Up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc,
sedan, jeep dan mobil penumpang sampai dengan
8 seat (bukan angKutan UMEN) .......eeevveeesoansnscannns Rp. 30.000,-
- Mobil penurpang sampai dengan 8 seat (angkutan umm)....Rp. 24.000,-

e. Bus, mikrobis dan mobil pemmpang di atas 8 seat :
~ bukan angKutam WM. .. ccoeeeevnnsaceseansersarsoanennnes Rp. 37.000,-

— angKULAN UMM, o« vvveesnnsronnnnnasonnsesnsstoceannsssnns Rp. 32.000,-

f. Truck, mobil tang]{i, mobil gandengan, mobil barang
di atas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya.......... Rp. 47.000,-

II. Ketentuan diatas berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian pengumnan ini untuk diketahui setiap orang.

Surabaya. 2 2 Oktober 1997
PT. JASA RAHARJA (PERSERO)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

